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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.0 1.07lMENKES/260/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN SOS]AL BERSXT{LA BESAR DI WIL"AYAH PROVINSI
SUMATERA BARAT DALAM RANGXA PERCEPATAN PENANGANAN COROIIA

ylRrls DISEASE 20 19 (COVTD_19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONES]A,

Menimbang a. balwa data yang ada menunjukkan telah tedadi
peningkatan dan penyebaran kasus Coroa@ yirus

Disease 2079 (COVID 19) yang signifikan da.n cepat

serta diiringi dengan kejadian transmisi Iokal di
wilayah Provinsi Sumatera Baral;

b. bahwa berdasarkan hasil kajian epidemiologi dan
pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial,
ekonomi serta aspek lainnya, perlu dilaksanakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah provinsi

Sumatera Barat, guna menekan penyebaran COVID-19

semakin meluas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang
Penetapar Pembatasan Sosial Berskala Besar di
Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Vir.:s Disease 21lg
(covrD 19);

Men€dngat 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang,Undang Nomor 9 Tahun 20l5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeral (l-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan (Lembarar Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Pemerintall Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Taiun 2018 Nomor 2, Tambaha-n

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Pemerintall Nomor 21 Tahun 2O2O tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Da-lam Raagka

Percepatan Penanganan Corcfia Vinls Disease 2Ol9
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6487);

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 20I5 Nomor 59);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam

Keadaan Tertentu (L€mba.ran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Gugus Tugas Percepatan Penaflganan Corona Viru6

Disease 2079 (COVID 19) sebagaimana telah diubah
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAl'

dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O

tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7

Tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 20 19 (COVID-19);

9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona

Virus Disease 2019:

10- Peraturan Mented Kesehatan Nomor 9 Taiun 2O2O

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

Asease 2Ol9 (COVID-l9) (Berita Negara Repubtik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSI{-{N

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI

WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA Y/RUS D/SEASE

2019 (COVTD 19).

Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayai
Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka percepatan

Peoanganan Corona Virus Disease 20 19 (COVID-19).

Pemerintai Daerah Provinsi Sumatera Barat wajib

melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan secara konsisten

mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan

sehat kepada masyarakat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud

Diktum KEDUA dilaksanakan selama masa inkubasi
terpanjang dan dapat diperpanjar-rg jika masih terdapat
bukti penyebaran.

Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

sebagaimana dimal<sud Diktum KEDUA, Pemerintah

Daerah Provinsi Sumatera Barat mengoordinasikan

persiapan arggaran dan operasroralisasi jaring pengaman



KELIMA

sosial untuk kabupaten/kota di wilayahnya, termasuk
membaltu kabupaten/kota yang belum memiliki
persiapan tersebut.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tantgal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2020

MENTERI EHATAN

NESIA,

AGUS PUTRANTO


